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ABSTRAK

Pemerintah memberikan intervensi terhadap suatu kebijakan terutama pada sektor pelayanan
publik. Intervensi pemerintah salah satunya dapat diwujudkan dari sikap kepemimpinan dalam
menyelenggarakan  pelayanan  kegawatdaruratan. Pelayanan publik dengan penanganan
kegawatdaruratan dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti di Kota Probolinggo terdapat panggilan 112 Kota
Probolinggo. Bahkan pelayanan ini tertuang pada kebijakan panggilan kegawatdaruratan dengan NTPD
112 Kota Probolinggo. Sehingga penulis melakukan riset mendalam guna mengetahui dan menganalisa
pengaruh kepemimpinan transaksional terhadap kualitas pelayanan panggilan 112 di Kota Probolinggo
serta diperkuat dengan kualitas kebijakan penanganan kegawatdaruratan di Kota Probolinggo. Riset ini
menerapkan riset kuantitatif dengan orientasinya variabel teoritis melalui pengolahan angka yang
ditindaklanjuti dengan analisa. Penghimpunan data dengan kuesioner, wawancara, pengamatan
langsung, dan dokumentasi lain. Riset ini menunjukkan kepemimpinan transaksional memberikan
pengaruh secara langsung, nilai positif dan signifikan pada kualitas pelayanan panggilan 112 di Kota
Probolinggo. Ditambah dengan kualitas kebijakan mampu memoderasi kepemimpinan transaksional
terhadap kualitas pelayanan panggilan 112 Kota Probolinggo.
Kata kunci: kebijakan; kegawatdaruratan; kepemimpinan; Pelayanan; 112

ABSTRACT

The government intervenes in a policy, especially in the public service sector. One of the
government's interventions can be realized from the attitude of leadership in providing emergency
services. Public services with emergency handling are needed by the community. For example, in
Probolinggo City there is a call 112 Probolinggo City. In fact, this service is contained in the emergency call
policy with NTPD 112 Probolinggo City. So the authors conducted in-depth research to find out and
analyze the effect of transactional leadership on the quality of call 112 services in Probolinggo City and
strengthened by the quality of emergency handling policies in Probolinggo City. This research applies
guantitative research which is oriented towards theoretical variables by processing numbers followed by
analysis. Collecting data with questionnaires, interviews, direct observation, and other documentation.
The operational definition of variables in this research is the dependent variable, namely transactional
leadership (X). The independent variable is service quality (Y). While the moderating variable is the quality
of policy (Z). This research shows that transactional leadership has a direct, positive and significant
influence on the quality of call 112 services in Probolinggo City. Coupled with the quality of the policy
being able to moderate transactional leadership on the quality of call service 112 Probolinggo City.
Kata kunci: policy; emergency; leadership; service; 112
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PENDAHULUAN
Kepemimpinan faktor

pemerintahan.

menjadi
penting dalam jalannya
Intervensi pemerintah ini diwujudkan dari
sikap kepemimpinan dalam mewujudkan
pelayanan kegawatdaruratan. Pemimpin
memiliki kewenangan dalam membentuk
kebijakan, melaksanakan pelayanan,
mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi
kebijakan pelayanan kegawatdaruratan.
Faktor  yang

pemerintahan semakin baik karena ada

menunjang  pelayanan

intervensi pemimpin yang melaksanakan
Pada
Pemimpin dapat memberikan pengaruh

fungsi  kepemimpinan. intinya

pada kinerja organisasi dan kinerja yang baik

menunjukkan keberhasilan  organisasi
(Meithiana, 2017).

Setiap pemimpin  memiliki gaya
kepemimpinan tersendiri, seperti

kepemimpinan transaksional.

Kepemimpinan transaksional merupakan
pemimpin yang dapat memberikan motivasi
pada anggota guna meningkatkan kinerja
melalui strategi memberikan penghargaan
sebagai pada anggota vyang

bertugas atau bekerja pada organisasi secara

apresiasi

baik dan relevan dengan tujuan atau target
yang telah ditetapkan (Saputra et al., 2019).
Kepemimpinan transaksional melalui
strategi tersebut, dinilai dapat memberikan
pengaruh secara baik pada kinerja aparatur
atau pegawai dengan memberikan arahan
dan motivasi (Madjid and Hidayanto, 2017)
(Karyono and Rahmi., 2019).

Menurut Hakim dkk. (2020) dan
Gustaman dkk. (2020) menyatakan bahwa

penerapan intervensi pada setiap unsur
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kehidupan terintegrasi

yang
jaminan

guna

memberikan pada masyarakat
(manusia) untuk kelangsungan hidup dan
harkat martabatnya. Relevan dengan inovasi
dalam memberikan rasa aman masyarakat,
pemerintah Indonesia juga mengembangkan
keamanan di Indonesia. Pemerintah
tidak

masyarakat dari serangan militer, tetapi juga

Indonesia hanya melindungi

ancaman non-militer. Seperti kejadian

bencana alam, tindakan kriminalitas,
kecelakaan dan lainnya (Putri and Bahar,
2020).
Intervensi pemerintah Indonesia
dalam meningkatkan keamanan masyarakat
Indonesia melalui pelayanan publik. Selama
ini pelayanan publik terkait penanganan
kedaruratan diselenggarakan setiap masing-
masing instansi atau lembaga (Afifa, 2017).
Sehingga pemerintah Indonesia berinovasi
dalam

pelayanan penanganan

kegawatdaruratan. Selain untuk
mengarahkan pelayanan pada satu pintu,
inovasi ini bertujuan meminimalisir korban
jiwa dan kerugian materi dengan layanan
yang cepat, tepat, dan tanggap. Pelayanan

kegawatdaruratan yang cepat, tepat, dan

tanggap membutuhkan informasi yang
akurat dan cepat.
Hal ini menjadi dasar adanya

pelayanan kegawatdaruratan melalui NTPD
112 yang tertuang pada Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun
2016 mengenai Layanan Nomor Tunggal
Panggilan Darurat dan Keputusan Dirjen PPI
Nomor 112 Tahun 2019 mengenai Pedoman
Teknis Pengadaan Layanan Nomor Panggilan

Darurat 112. Pelayanan ini merupakan
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bentuk intervensi

pemerintah. Pelayanan panggilan 112 dapat

sekaligus integritas

digunakan oleh masyarakat untuk

memberikan informasi atau meminta

pertolongan karena ada kejadian

kegawatdaruratan hanya melalui satu
atau
OPD,
Instansi pemerintah, dan instansi lainnya.
dimudahkan
penanganannya tanpa harus menghubungi
setiap OPD,

instansi lainnya. Seperti pada suatu kejadian

nomor dan akan disambungkan

dikoordinasikan pada beberapa

Masyarakat akses dan

Instansi pemerintah, dan
gawat darurat membutuhkan beberapa
OPD,

lainnya.

Instansi pemerintah, dan instansi
Kota Probolinggo juga menerapkan
Kota 112.

panggilan 112 di Kota Probolinggo tertuang

Probolinggo Siaga Layanan
pada Peraturan Walikota Nomor 175 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 155 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal
Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo.
Pelayanan kegawatdaruratan di berikan

berbentuk
penanganan

kepada
bantuan keamanan,

masyarakat dapat
medis,
cepat tanggap lainnya (Tapia and Nicklaus,
2015). Kota

Probolinggo juga menerapkan panggilan

Layanan panggilan 112 di

bebas biaya atau bebas pulsa. Probolinggo
Siaga 112 menjadi wujud adanya intervensi
pemerintah untuk melindungi masyarakat
serta menyelenggarakan pelayanan
berkualitas khususnya pada penanganan
landasan

kegawatdaruratan melalui

kebijakan.
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Berdasarkan  pemaparan  diatas
terkait pelayanan panggilan 112 di Kota
dibutuhkan

mengetahui

Probolinggo, maka riset

mendalam guna dan
menganalisa kepemimpinan transaksional
terhadap kualitas pelayanan panggilan 112
di Kota Probolinggo serta diperkuat dengan
kualitas kebijakan penanganan
kegawatdaruratan di Kota Probolinggo. Riset
ini  berjudul “Pengaruh Kepemimpinan
Transaksional Pada Pelayanan Panggilan 112
Melalui  Kualitas

Kebijakan  Sebagai

Moderasi”.

KAJIAN TEORI
Kepemimpinan transaksional

Pemimpin transaksional merupakan
gaya pemimpin yang mengorientasikan
motivasi pada pegawai dalam menjalankan
pekerjaan. Menurut Gibson et al (1997)
dalam Rosnani (2012) memaparkan bahwa
pemimpin akan mengidentifikasi harapan
dalam bekerja dan menghasilkan sebuah
nilai dan mendapat penghargaan dari hasil
kerjanya. Pemaparan Bass and Riggio (2006)
dimensi model

memaparkan ada

kepemimpinan  transaksional meliputi
hadiah kontingen, manajemen aktif oleh
pengecualian, dan manajemen pasif dengan

pengecualian (Goei and Winata (2016)

NTPD (Nomor Tunggal Panggilan Darurat)

NTPD 112 atau biasa dikenal call
112 merupakan yang
dicetuskan oleh Kementerian Komunikasi

center layanan
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dan Informatika yang dapat diterapkan

dalam kondisi urgen di masyarakat umum
guna mendapatkan pertolongan dari pihak
terkait seperti pihak keamanan, tim damkar,
tim medis serta

ambulance  atau

penanganan  bencana alam  melalui

panggilan khusus. Pusat panggilan adalah
instrumen kontak panggilan (Farig Maulana
and Sofiah, 2015). Call center memanfaatkan
media interaksi luas

dengan seperti

penggunaan telepon, surat elektronik,

komunikasi daring, membantu tugas
profesional dalam layanan, serta kerjasama
(Martin & Andy Tahun 2006 dalam Fariq
Maulana & Sofiah 2015). Artinya panggilan
ini dapat dilakukan dengan komunikasi dua

arah (Farig Maulana and Sofiah, 2015).

Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan dengan bidang
akan berhubungan dengan mutu
(Fatihudin

Kualitas pelayanan publik dapat

jasa

pelayanan and Firmansyah,

2019).

dinilai dari unsur dan luaran

Model
menggambarkan

proses
pelayanan. citizen charter yang
penyelenggara dan
penerima pelayanan publik dengan metode
konsultatif (Taufiqurokhman and Satispi,
2018). Pelayanan publik yang tertuang pada
25 Tahun 2004
Publik, berisikan

aktivitas pelayanan dilakukan pelaksana

Kepmenpan Nomor

mengenai Pelayanan
pelayanan sektor publik selaku usaha dalam
kepentingan publik yang merasakan layanan
serta penyelenggaraan perundang-
undangan. Menurut Kotler dalam Tjiptono &
(2016) terdapat 5

Gregorius indikator,
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meliputi berwujud, empati, cepat tanggap,
keandalan, dan kepastian.

Kebijakan
Kebijakan menurut Carl Friedrich
(1960) dalam Abdal (2015) memaparkan

bahwa keputusan  untuk  bertindak
mengarahkan menuju tujuan. Menurut
Nigro dan Nigro dalam Abdal (2015)
memaparkan faktor-faktor yang

memberikan pengaruh pada pembentukan
kebijakan meliputi; terdapat pengaruh dari
lingkungan eksternal, terdapat pengaruh
kebiasaan yang diterapkan dalam jangka
waktu yang relatif lama, terdapat dampak
dari sifat individu, terdapat dampak dari
organisasi lain, dan ada pengaruh dari
kejadian di masa lampau. Selain pemaparan
di atas, kebijakan terkait pelayanan publik
tertuang pada Kebijakan publik yang
digunakan dalam pelayanan sektor publik
adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 mengenai Pelayanan publik. Pihak
terkait pada pembentukan kebijakan dibagi
menjadi pihak berperan resmi seperti agen
pemerintah, eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Pihak kedua adalah berperan tidak

resmi seperti partai politik, masyarakat,

organisasi tertentu, dan lainnya.
Implementasi pada kebijakan  publik
dipengaruhi 4 parameter, seperti

komunikasi atau kontak, sumber daya atau
potensi,
tatanan organisasi atau tatanan birokrasi
(Edward dalam Tahir Tahun 2015). Tahapan
pelaksanaan kebijakan Menurut Awang
(2010) dalam Yuliah (2020) memaparkan
bahwa kebijakan dilaksanakan mulai dari

perintah tertulis jabatan, dan
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perencanaan sampai tahap evaluasi, serta

implementasi. Khusus dalam penilaian

kualitas kebijakan dilakukan dari tahap
perencanaan yang terdiri dari agenda setting

dan formulasi kebijakan dan tahap

pelaksanaan yang terdiri dari implementasi

kebijakan dan evaluasi kemanfaatan

kebijakan (Lembaga Administrasi Negara,
2018).

Peraturan Walikota Nomor 175 Tahun 2019
Mengenai Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 155 Tahun 2018 Mengenai
Penyelenggaraan Layanan NTPD 112 Kota
Probolinggo.

Pelaksana pelayanan Probolinggo
Siaga 112 dimandatkan pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Probolinggo. Integrasi
Layanan NTPD 112 meliputi OPD/UKPD,
Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait
lainnya. Jenis layanan Nomor Tunggal
Panggilan Darurat 112 di Kota Probolinggo
atau yang disebut dengan Probolinggo Siaga
112, meliputi permintaan masyarakat
terhadap pelayanan dan penanganan mobil
ambulans; penyelamatan jiwa; kejadian
kebakaran; insiden kecelakaan; peristiwa
kriminalitas dan tindak pidana lain;
terorisme; pohon roboh dan mengganggu
lingkungan; ada hewan buas atau berbisa
dan berbahaya; kejadian adanya bencana
alam; kerusakan konstruksi yang
menimbulkan korban luka maupun korban
jiwa atau terganggunya dan terhambatnya
kegiatan masyarakat; dan penanganan
kondisi kegawatdaruratan lainnya.

METODE PENELITIAN
Riset ini menerapkan riset kuantitatif
variabel

yang mengorientasikan pada
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teoritis melalui pengolahan angka yang

ditindaklanjuti dengan analisa. Riset ini
menggunakan studi kasus dengan instrumen
tunggal sebagai riset yang difokuskan pada
isu atau masalah, yang di tindak lanjuti
dengan memilih satu kasus terbatas guna
menggambarkan atau memberikan ilustrasi
persoalan tersebut (Cresswell, 2016). Riset
ini mengorientasikan pada tata kelola dan
pencapaian Layanan Panggilan 112 Kota
Probolinggo sebagai layanan nomor tunggal
yang
kepemimpinan

dari
Kota
Probolinggo serta diperkuat dalam kebijakan

terpadu ada intervensi

transaksional di

panggilan 112 Kota Probolinggo. Program

pelayanan ini dapat menggambarkan
program yang kompleks maka peneliti akan
menghimpun data dan informasi.

Riset ini menerapkan pendekatan
sampling, sampel

purposive artinya

ditentukan melalui kriteria khusus
(Sugiyono, 2015). Narasumber merupakan
pihak yang dilibatkan langsung atau petugas
(aparatur) dalam Layanan Kota Probolinggo

Siaga 112. Objek riset merupakan Layanan

Kota Probolinggo Siaga 112 dalam
mendukung pelayanan menangani dan
mengatasi  kegawatdaruratan di  Kota
Probolinggo. Penghimpunan data
diterapkan  dengan  teknik  kuesioer,
wawancara secara detail, pengamatan

langsung, dan disertai dengan dokumen atau
arsip bahkan bahan audiovisual. Lokasi riset
Kota
tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong

ini dilaksanakan di Probolinggo

Praja dengan fokus riset pada Layanan Kota
Probolinggo Siaga 112. Pelaksanaan riset
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pada Bulan Agustus sampai Bulan November
2022.

Definisi operasional variabel pada
riset ini terdapat variabel dependen yaitu
kepemimpinan transaksional (X). Variabel
independen vyaitu kualitas pelayanan (Y).
Sedangkan variabel moderasi adalah kualitas
kebijakan (2).

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel Indikator Iltem Sumber
epemimping Model Hadiah Bass dan
n epemimpinakontingen, Riggio
ransaksiona n Manajemen (2006)
(Y) I'ransaksionallaktif ole dalam
pengecualian,| (Goei and
Manajemen Winata,
pasif  denggd 2016)
pengecualian.
Kualitas Kualitas  |Berwujud Kotler
elayanan (X] Pelayanan |[Empati dalam
Cepat tanggap| Tjiptono &
Keandalan, Gregorius
Kepastian. (2016)
Kualitas Agenda |ldentifikasi (Lembaga
ebijakan (Z)] Setting |masalah Administras
Penyaringan | i Negara,
dan partisipas|{ 2018)
publik
Formulasi |Karakter dasar
Kebijakan |kebijakan
Berorientasi
kedepan
Berorientasi
keluar
Berbasis bukti
Inovatif

mplementasi|Dimensi
Kebijakan |Pengorganisas
an dan
komunikasi
Pelaksana
monitoring
Efektifitas dan

Efisiensi

Evaluasi
Kebijakan
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Dampak dan

Responsivitas

Skala pengukuran skor pada riset ini
menerapkan skala likert. Variabel riset yang
diukur dengan skala likert dipaparkan pada

indikator variabel dalam item instrumen
yang berbentuk pernyataan ataupun
pertanyaan. Terdapat lima indikator

jawaban yakni menyatakan ketidaksesuaian
yang tinggi (1); menyatakan tidak sesuai (2);
netral (3); menyatakan kesesuaian (4); dan
menyatakan kesesuaian yang tinggi (5).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Model
Pertama, Outer Model

Outer
melakukan penilaian reliabilitas dan validitas

model diterapkan dengan
setiap parameter penyusun konstruk laten.
Evaluasi model dalam mengukur melalui
sistem reflektif dengan pengujian validitas
konvergen, komposisi validitas diskriminan,

dan reliabilitas:

Convergent validity
adalah bentuk
pengujian guna menunjukkan korelasi antar

Convergent validity

variabel reflektif dengan variabel laten.
Variabel tergolong handal jika nilai loading

factor > 0.5.

Tabel 2. Validitas melalui loading factor

Variabel Indikator Loading Status
Factor

Kepemimpinan X1 0,717 Handal
Transaksional (X) X2 0.623 Handal
X3 0,849 Handal

X4 0,529 Handal

X5 0,588 Handal

X6 0,771 Handal
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X7 0,740 Handal

X8 0,765 Handal

X9 0,739 Handal

X10 0,763 Handal

Kualitas Y1 0,601 Handal
Pelayanan (Y) Y2 0,601 |Handal
Y3 0,672 Handal

Y4 0,652 Handal

Y5 0,859 Handal

Y6 0,741 Handal

Y7 0,728 Handal

Y8 0,769 Handal

Y9 0,706 Handal

Y10 0,783 Handal

Z1 0,735 Handal

Z2 0,813 Handal

Z3 0,867 Handal

74 0,664 Handal

Kualitas 75 0,783 Handal
Kebijakan (2) 76 0,527 Handal
z7 0,590 Handal

78 0,593 Handal

79 0,763 Handal

710 0,761 Handal

Nilai loading factor setiap indikator variabel

(X),
pelayanan (Y), dan kualitas kebijakan (Z) di

kepemimpinan transaksional kualitas
atas nilai 0,5. Seluruh indikator tergolong

memiliki  keandalan menjadi pengukur

variabel laten.

Discriminant validity

Uji komposisi validitas diskriminan dalam
riset ini melalui nilai cross loading and square
root average (AVE) yang bertujuan sebagai
alat dukung riset untuk mendeksripsikan
variabel laten.
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Tabel 3. Validitas discriminant validity

Variab |[Kepemimpinan| Kualitas | Kualitas |Status
el Transaksional |Pelayanan|Kebijakan
X1 0,717 0,515 0,237 Handal
X2 0,623 0,411 0,242 Handal
X3 0,849 0,561 | -0,018 |Handal
X4 0,529 0,300 | 0,208 |Handal
X5 0,588 0,271 0,093 Handal
X6 0,771 0,536 | 0,083 |Handal
X7 0,740 0,532 0,022 Handal
X8 0,765 0,491 | 0,028 |Handal
X9 0,739 0,491 0,048 Handal
X10 0,763 0,537 | 0,028 |Handal
Y1 0,285 0,601 0,109 |Handal
Y2 0,280 0,601 0,207 | Handal
Y3 0,437 0,672 0,234 | Handal
Y4 0,373 0,652 0,273 |Handal
Y5 0,590 0,859 0,242 | Handal
Y6 0,488 0,741 0,220 | Handal
Y7 0,500 0,728 0,189 |Handal
Y8 0,566 0,769 0,276 | Handal
Y9 0,540 0,706 0,283 | Handal
Y10 0,558 0,783 0,282 | Handal
71 0,168 0,249 0,735 | Handal
Z2 0,083 0,296 0,813 | Handal
Z3 0,211 0,331 0,867 | Handal
74 -0,027 0,179 0,664 | Handal
Z5 0,123 0,335 0,783 | Handal
76 -0,023 0,108 0,527 | Handal
77 -0,042 0,185 0,590 |Handal
78 -0,003 0,045 0,593 | Handal
29 0,055 0,121 0,763 |Handal
Z10 0,079 0,187 0,761 | Handal

Hasil pengujian validitas diskriminan

menunjukkan hasil cross loading setiap
variabel kepemimpinan transaksional (X),
kualitas pelayanan (Y), dan kualitas kebijakan
(Z) dengan nilai lebih dari nilai cross loading
dengan variabel laten lain. Keseluruhan nilai
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tergolong di atas 0,5, maka instrumen riset
tergolong handal secara diskriminan.

Uji selanjutnya dapat dilakukan melalui
teknik bandingan pada nilai AVE. Nilai AVE
lebih tinggi dari nilai 0,5, variabel tergolong
validitas diskriminan yang baik.

Tabel 4. Nilai AVE

Indikator VAVE Status
Kepemimpinan 0,714 Handal
Transaksional (X)

Kualitas Pelayanan (Y) | 0,715 Handal
Kualitas Kebijakan (Z) | 0,717 Handal

Nilai VAVE yang didapatkan menunjukkan
variabel kepemimpinan transaksional (X),
kualitas pelayanan (Y), dan kualitas kebijakan
(2) tergolong nilai VAVE di atas nilai 0,5.

Variabel di atas tergolong memiliki
keandalan.
Composite Reliability

Evaluasi keandalan komposit dengan menilai

dari indikator dengan melakukan
pengakuran konstruk dan nilai cronbach’s
alpha. Konstruk tergolong reliabel bila nilai
composite reliability melebihi nilai 0.7 serta
nilai cronbach’s alpha pada nilai lebih besar
dari 0.6.

Tabel 5. Composite Reliability

Indikator Composite |Cronbac | Status
Reliability | h alpha

Kepemimpinan 0,911 0,892 Reliabel
Transaksional
Kualitas 0,912 0,894 Reliabel
Pelayanan
Kualitas 0,912 0,897 Reliabel
Kebijakan

Analisis nilai 3 variabel yang memiliki
reliabilitas komposit baik, alasannya
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nilai yang lebih dari 0,70 untuk
composite reliability dan lebih dari nilai
0,6 untuk cronbach’s alpha. Maka,
dapat dilanjutkan analisis melalui cek
goodness of fit model serta evaluasi

inner model.

Kedua, Inner Model

Inner model digunakan dalam
meperkirakan korelasi antara variabel
laten melalui nilai signifikan dan R-

square dari konsep riset.

Sumber: Diolah Peneliti (2022)
Gambar 1. Inner Model

Evaluasi model struktural PLS melalui
nilai R-square pada variabel laten
dependen. Nilai R-Squares diterapkan
dengan mempengaruhi variabel laten
eksogen pada variabel laten endogen
sehingga diketahui bentuk pengaruh.
Hasil hitung R-Squares terdapat pada
tabel:

Tabel 6. Perhitungan R-Squares

Variabel R-Square R-Square
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Adjusted

Kualitas Pelayanan 0,596 0,580

Nilai variabel kualitas
pelayanan sejumlah 0,596. Variabel kualitas
dapat
variabel kepemimpinan transaksional dan
kualitas  kebijakan  sebagai  moderasi
sejumlah 59.6% dan sisanya 40,4% dapat

tergambar variabel lainnya yang tidak diteliti

R-Square dari

pelayanan digambarkan dengan

pada riset ini.

Pengujian Hipotesis
Uji model korelasi  struktural
bentuk

hubungan antar variabel pada riset. Uji

merupakan penggambaran

model struktural diterapkan dengan
pengujian melalui software PLS dan Uji
moderasi. Dasar yang diterapkan pada uiji
hipotesis secara langsung merupakan luaran
dengan gambar serta nilai pada output path
coefficients. Dasar penerapan melalui uji
hipotesis secara langsung merupakan nilai p-
value kurang dari 0,05 (significance level
sama dengan 5 persen), jadi tergolong
signifikan  variabel

berpengaruh secara

eksogen pada variabel endogen.

Sumber: Diolah Peneliti (2022)
Gambar 2. Pengujian Hipotesis
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Tabel 7. Hasil Pengujian Inner-Model

Indikator Reflektif
Variabel Original| Standart T- P-
Sample |Deviation |Statistic| Value
(0) (STDEV) |(]O/SDE
\4))

Kepemimpinan | 0,684 0,067 |10,157 | 0,000
transaksional
->
Kualitas
pelayanan
Kualitas 0,290 | 0,084 | 3,436 | 0,001
kebijakan
->
Kualitas
pelayanan

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Pengujian secara statistik dihipotesiskan
melalui simulasi yakni melalui metode
bootstrapping pada sampel. Hasil dari
PLS bootstrapping, meliputi:

Pengaruh kepemimpinan transaksional

terhadap kualitas pelayanan secara
langsung
Hasil uji hipotesis pertama yaitu

kepemimpinan transaksional terhadap

kualitas kebijakan secara langsung
membuktikan nilai koefisien sejumlah
0,187 nilai p-values sejumlah 0.000 dan t-
statistik sejumlah 10.157. Nilai p-values
0.000 lebih rendah dari 0.05 dan nilai t-
statistik sejumlah 10.157 lebih tinggi dari
t-tabel

kepemimpinan

1.64. Hasil riset memaparkan
transaksional
memberikan pengaruh secara besar atau
dominan atau signifikan pada kualitas
pelayanan secara langsung. Hipotesis
pengaruh kepemimpinan transaksional
pada kualitas pelayanan secara langsung

diterima.
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2. Pengaruh kualitas kebijakan terhadap
kualitas pelayanan secara langsung
Hipotesis kedua tergolong ada pengaruh

kualitas  kebijakan  pada  kualitas
pelayanan secara langsung. Hasil
memaparkan kualitas kebijakan
terhadap kualitas pelayanan secara
langsung memiliki  nilai  koefisien
sejumlah  0,290. Nilai  T-statistik
sejumlah 3,436 dengan p-value
sejumlah  0,001. Hasil tersebut

membuktikan nilai p-value sejumlah
0,001 di bawah nilai 0,05 dan nilai t-
statistik sejumlah 3,436 di atas dari nilai
t-tabel 1,64. Hal ini
kualitas  kebijakan

memaparkan
pada  kualitas
pelayanan secara langsung memberikan
signifikan  dan

pengaruh hipotesis

kualitas kebijakan terhadap kualitas

pelayanan secara langsung diterima.

Uji Moderasi

Menurut Baron dan Kenney (1986)
dalam Abdillah & Hartono (2015), Pengujian
variabel moderasi dapat diterapkan jika
unsur utama variabel independen pada
variabel dependen tergolong memberikan
pengaruh signifikan. Apabila tergolong
tidak signifikan, maka pengujian moderasi
tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan
hasil

tentu tidak signifikan. Pengujian

moderasi melalui

SmartPLS sebagai alat pendukung melalui

diterapkan aplikasi

prosedur bootstrapping. Nilai p-value pada
path coefficient, Nilai p-value pada unsur
moderasi harus di bawah nilai 0.5 maka

variabel moderasi tergolong semakin

memberikan kekuatan atau tergolong
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moderasi memperkuat variabel
independen pada variabel dependen. Nilai
p-value pada moderasi di atas nilai 0.5 maka

variabel moderasi tidak dapat memberikan

pengaruh kekuatan atau memoderasi
pengaruh variabel independen pada
variabel dependen.
Tabel 8 Uji Moderasi
Korelasi |Original T P- Hasil
Antar [Sample |Statistics | Values| Hipotesis
Variabel | (0O) |(]O/STDE
Vi)

Moderating| 0,245 3,140 0,002 | Diterima
effect
->
Kualitas
Pelayanan

Dari tabel diatas menunjukkan efek
moderasi kualitas kebijakan dari pengaruh
kepemimpinan transaksional pada kualitas
pelayanan mendapat nilai  koefisien
sejumlah 0,245 nilai p-values sejumlah 0,002
dan t-statistik sejumlah 3,140. Nilai p-values
0,002 lebih rendah dari 0,05 dan nilai t-
statistik sejumlah 3,140 di atas dari t-tabel
1,64.

moderasi

Hasilnya membuktikan variabel

kualitas  kebijakan  mampu

memoderasi atau memperkuat pengaruh

kepemimpinan  transaksional terhadap
kualitas pelayanan.
KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil riset dan hasil
analisis yang dilaksanakan, didapatkan

intisari jawaban terkait rumusan masalah

pada riset ini, vyaitu: Kepemimpinan

transaksional memberikan pengaruh secara
langsung, memiliki nilai kearah positif dan
pada kualitas

dominan atau signifikan
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pelayanan panggilan 112 di Kota
Probolinggo, intinya semakin tinggi
kepemimpinan transaksional yang

diselenggarakan di Kota Probolinggo maka
akan semakin tinggi juga kualitas pelayanan

panggilan 112 Kota Probolinggo. Hal
tersebut dibuktikan melalui hasil uji
hipotesis pertama vyaitu kepemimpinan

transaksional terhadap kualitas kebijakan
secara langsung membuktikan nilai koefisien
sejumlah 0,187 nilai p-values sejumlah 0.000
dan t-statistik sejumlah 10.157. Nilai p-
values 0.000 lebih rendah dari 0.05 dan nilai
t-statistik sejumlah 10.157 lebih tinggi dari t-
tabel 1.64. Selain
memaparkan kualitas kebijakan terhadap

itu, hasil penelitian
kualitas pelayanan secara langsung memiliki
koefisien sejumlah 0,290. Nilai T-

statistik sejumlah 3,436 dengan p-value

nilai

sejumlah 0,001. Hasil tersebut membuktikan
nilai p-value sejumlah 0,001 di bawah nilai
0,05 dan nilai t-statistik sejumlah 3,436 di
atas dari nilai t-tabel 1,64.

Selanjutnya kualitas kebijakan mampu
memoderasi atau memperkuat pengaruh
kepemimpinan  transaksional terhadap
kualitas pelayanan panggilan 112 Kota
Probolinggo. Pada intinya adanya kualitas
kebijakan penanganan kedaruratan dengan
panggilan 112

pengaruh  kepemimpinan

mampu  meningkatkan
transaksional
terhadap kualitas kebijakan panggilan 112
Kota Probolinggo. Hal ini dibuktikan dengan
efek moderasi kualitas kebijakan dari
pengaruh kepemimpinan transaksional pada
kualitas pelayanan mendapat nilai koefisien
sejumlah 0,245 nilai p-values sejumlah 0,002

dan t-statistik sejumlah 3,140. Nilai p-values
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0,002 lebih rendah dari 0,05 dan nilai t-
statistik sejumlah 3,140 di atas dari t-tabel
1,64.
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